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PEMERINTAH KABUPATEﬁ PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
"~ NOMOR 12 TAHUN 2003 ,

TENTANG

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a.

| 'Menginght :

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa dengan: berlakunya Undang-undang Nomor 22 ’
Tahun 1999 tentang Pemerintalian Daerah, Kelembagaan
Departemen  Perindustrian dan Perdagangan yang
sebelumnya merupakan Kewenangan Pusat menjadi

. - Kewenangan Daerah Kabupaten;

. bahwa guna memberikan kepastian- hukum serta
- meningkatkan - pelayanan masyarakat di- bidang
- Perindustrian dan Perdagangan perlu mengatur ketentuan
" perizinannya ;

. bahwa sehubungan dengan ketentuan hal tersebut pada

huruf a diatas, maka perlu pengaturannya dalam Peraturan
Daerah. - '

.Und'ang"-Undang ‘Nomor- 12 Tahun 1930 tentang

Pembentukan =~ Daerah-daerali Kabupaten Dalam

" Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

. Undang untlang" Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara.

. Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambalian
> Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dalftar

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, dan
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); Undang-undang

~ Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran - g

Negara Tahun 1984 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran

; Negara Nomor 3274 ;

. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1993 téntang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a537); ' .
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" 10.

Ux-ldaxi.g-undang' 'Nonllof'Q_Talm'n '1.9‘-35'tenta'1g Usaha Kecd
(Lembaran Negara Talmu 1995 Nomor - 74, Tambahml

_ Lembarau Negara nomor 361 l] ;

Undang-undang Nomor 22 - Tahun 1999 tentang
Pemeriutahan Daerah (Lembaran Negara Talhmn Tahun 1999
Nomof 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang—undang Nomor 34 'I‘ahun 2000 tentang Perubahan .
Undang-undang Nomar 18 = Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, 'I‘ambahan Lembaran Hegara

_Nomor4048], o . e P

Peraturan Pewerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 'Lembaran MNcgara
Nomor 3258] ; ' :

. Peraturan Pemermtah Nomor 13 'I‘alnnl 1997 tentang Tsin -

Usaha Industri (Lembaran Nogara tahun 1997 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ; . !

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Talmn 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sobagai °

. Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ‘34 -

- Tambahan Lembaran Negara Nowor 3952] ;

1.
2.

13.

- 14,

16.
- Nomor 590/MPP/KEP/ 10/ 1999 tentang’ Ketantuan dan’-

17.

Peraturan Pemermtah Nomor 65 'I‘almn 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Talmn 2001 Nomor 1 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ] 5 '

Ixeputusan Presuden Repubhk Indonesfa Nomor 16

“Talmn 1987 tentang Pembmaan Pan jederhanaan Ijin Usaha - -

Indu stri ;

heputusan . Presiden Repubhk indonesia .Nomor 41 '
Talmn 1996 tentang Kawasan Industn 3 ' -

Ixeputusan Menteri Dalaju” Negen Nomor 4 Tahun 1997
tentang PPNS di ngknngan Pemermtahan Daerah ; ;

. I\elmtusan menterl Dalam Negeri Nomor 175 Tabwa 1997,

tentang Pedoman Tata Cara’ Pewmeriksaan di Ilidang
Retribusi Daerah ; . :

Keputusan Menteri Perindustrian = dan Perdagangm . .

Tata Cara Pemberian 1zin Usaha Industn, Izin Perluasai
dan 'I‘anda Daftar Industn P

heputusan Menten Permdustriaxi " dan Perdagangﬂn; L

Nomor 289/ MPP/KEP/ 10/2001 tentang Ketentuan Standoer-
Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUF) ;
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18 Kepurusan Menten Dalam . Negen dan Otouom1 Daeraly

-Nomor 21 Tahun 200! tentang Teknik Penyusnnan clan
Maten Muatan Produk-produk Huk‘um DaPrall ;

19 Keputusan Menten Dalam Negen dan Otonmm Daemh

“Nomor 22 Talnu 2001 tentang Bentuk- hentuk F‘roduk" )
Hukum Daemh. M. c

20 Pbraturan Daerah I\ah_t')aten nglcat 11 Pecitan Nowor 7

.. Nomor 58e1i D tanggal 17 Oku.ohc.r 1988]

Manctapkan -

. Talun 1988 _tent.mg Penyidik - Pegawai = Negeri  Sipil
'di Liugkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat (f

~Pacitan (Lemharan Daerali Kabupaten Pacitan Tahun l‘mé.

' Dengan nersr‘tujuan _
DP WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KABUPATEN PACITAN . .'

MEMUTUSKAN: ~*

- . . .._’ LT s ' 3

: . PERATURAN 'DAERAH KABUPATEN PACITAN TENIAN:
' PERIJINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

o oai
KE'I'ENTUANUMUM
Pasall e

Dalam Peraturan Dae1 ah ini yang chmaksud denSﬂ“

"F"'

po

- Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;

‘Pemerintah Daerah, adalah Pemerintal Kahl pdtu: B an:
_Kepala Daeral, adalali Bupati Pacitan;

Perijinan adalalh Perijinan dalam Bidang Industri dan _

Perdagangan - yang meliputi Ijin Usaha Industri (101}

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP}, - Tanda Daltmg_

- Perusahaan (TDP} dan Tanda Daftar Gudang (TD%} ;
. . Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meupi

yang tidak- melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas , Persckutuan Komanditer Perseroan -lainnya,’

. Badan Usaha Milik 'Negara atau. Daerah dengan nama:

dalam  bentuk * apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,

- Dana_ Pensiun, :'-Persekutuan, ' Perkumpulan, = Yayasan,:
: Orgamsasu Massa, Organisasi Massa Politik, atau Orgauisasi

" yang sejenis, Lemhaga, hentuk usaha tetap dan bentuk: -
“-badan lainnya ; “ fL
* Pejabat adalah pegawm yang chhen tugas tertentu di bidang :
- Perpajakan Daerali danfatau Retnhusu sesum ketentuar D
-'-'Perundang—undangau yang berlaku ; A

.. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan . o
kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat herhentuk‘_-" '
Perorangan, Perseroan, Persekutuan_ atau Badan Hukum : ' -

:

laiimya yang berkedudukan'di Wilayali Kabupaten Pacitan ;

[ L e
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h.

‘Taivxla Daftar Industri adnlall ~ Tanda Daftar yan'g

diberlaknkan terhadap setiap Industri yangtelah didattarkan
sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Talrun 1984 : _
Perdagangan adalali kegiatan jual beli barang atau |asa

yang dilakukan secara -tetus menerus dengan tujuan

- mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan tlnert'n .

iinbalan danfatau kompensasi; |
Perusahaan adalali setiap bentuk usaha yang mﬂa_]alunkfm'
setiap jenis usaha yang bersifat tstap dan terus menerus -

- dan yang didirikan bekerja serta yang berkedudnkan dalam

. Wilayal1 Kabupaten Pacitan untuk tu_|uan mewnpe rnlvh

keuntungan dan/ atau laba ; :

. Daftar Perusaliaan adalalh daftar = ratatan resmi yung

diadakan menurut atau berdasarkan ketentnan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 don mau

_ Peraturan-peraturan Pelaksanaannya yang mewuat hal-hal
. yang wajib chdaftarkan olel1 setiap- perusshaan serta

S ¢

p.

‘disalikan olel pejabat yang berwenang ;

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang wmal
ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi «leh e

“melainkan | untuk dipakai- - khusus = sebagal tewpat
. peuyimpanau barang-barang peruiagaan dan memenuhi

syarat-syarat - lain’ yang chtetapkan oleh  Menteri

Perindustrian dan Perdagangan ; !
. Izin Usaha Industri (IUI} adalah Izm Usaha yang

diberlakukan setiap pendirian perusahaan Industri ;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP} adalah Surat Izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;-

Tanda Daftar Perusahaan (TDI) adalal: Tanda Daftar -
yang diberlakukan terhadap setiap perusahaan yatig '

telal chdaftarkan sesnai dengan Undang-undang Nomor 3
- Talun 1982 ;
Tanda Daftar Gudang (’I‘DG] adalah suatu tanda'

pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap perusahaan
maupun perorangon yang memxh]d dan[ atau menguasal '
gudang ; :

Surat Ketetapan Retnbusx Daerali yang disingkat SKRD
adalal Surat Ketetapan yang meneutukan besarnya jumlah
retribusi terutang ;

.~ Surat Tagilian Retribusi Daeral yang chslngkat STRD adalah "

Surat untuk melakukau Tagihan Retribusi dan atau sanksi -
Administrasi yang berupa bunga dan atau denda ; '

. .Kas Daeral adalah Kas Daerab Kabupaten Pacitan.

' - BABII °
"NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2 '

Dengan Nama Penzman bidang Penndustnan dan Perdagangan :
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izm -
Usaha Industn dan Perdagangan :



- Pasal 3
Obyek Retribusi adalah'pemberi;.m Izin yang meliputi :
1. Izin Usaha Industri (1UT}; - s
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUT);

' 3.Tanda Daftar Gudang (TDG} ;

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDF); -

- 5.Tanda Daftar Industri (TDI),

- Pasal 4

Subyek Retribusi adalah 'o'rr.u.lg Pribadi atau Badan yanyg .
mendapat Izin dibidang Periundustrian dan Perdagaugan. '

 BABUI . o
GOLONGAN RETRIBUSI = * :
. - Pasal5 : o

" Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan perdagangan .

digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

. -BAB IV
- KETENTUAN PERIZINAN
‘ Bagiau Pertama.
Tanda Daftar Industri
Pasal 6 -

(I)Setmp Penchnr.m Industn yang iilai . Investam Perusahaan -
seluruluya sebesar: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupialy)
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupial) :

- wajib memilild TDI; S '

" (2) Pendirian - perusahaan Industri yang nilai investasi ;.

Perusahaan - seiurulmya  dibawah  Rp.  5.000.000.-
(lima juta rupialy tida¥% termasuk tanah dan bangunan ®
tempat usaha tidak wajib : mewmilild TDI kecuali atas .
permmtaan peurusahaml yang bersmlgkutn.l, '

(3) Terhadap jenie industri tertentu dalam kelampok industri !
- kecil dergan " nilai  investasi perusahaan selurulwya
sampai dengan Rp. 200,000, 000,- (dua ratus juta rupiah) .
tidak termasnk tanah dan bangunan tempat usaha TDI
chber]akukml sebagm lUI : - ‘

Bagu.m kedua
Izin Usaha industri (1UT)
o Pasal 7

(1} Setiep O:r.ullg. Pl-ibadi atau Badan U.saha yang mendirivan ©
maupun melakukan Perluasan Industri Wajib Memiliti Izin
‘Useha Industri (1U]) terlebih dahulu dari Bupati ; :

(2) Untuk memperoleh 1UI mendirikan perusahaan, didahnii
- tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap
- persetujuan prinsip ; - S .
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(3)

(4)

Persetujuan prinsip bukm merupakan icin nnluk:
melakukan praduksi komersial . :

Izin perluasan mdustn sebagmmana dn.uaksud ayat (l]
untuk menambal kapasitas produksinya sebesar-besarnya

- 30% (tiga puluh persen] d1atas kapamtas praduksi ymlg_'

)

Ie)

dnzmkan
s Bagmn Ketlga
Surat Izm Usaha Perdagmlg'ml (SIUP]
Pasal 8
Setiap 'Pe.rusahm'a'n' 'yr:mg ‘melakukan kegintan  usaha

perdagangan wajib mem1hk1 Surat Izm Usaha Perdagangan i

(SIUP] dan Bupati ;

"_(2)-

Swat Izin Usaha Perdagmmml (SIUP) chmal-csud aynt (1)
terdiri :

a. SIUP Kecil o

b, SIUP Meuengaiy S

c. SIUPBesm’ B o .

SIUP dlterbltkan berdasarkml tempat kedudukﬂn (domisilij . .

L Perusahaan

)

(2)

Bc g1an Keempat :
- Tanda Daftar Gudang (TDG]
Pasal 9

Setiap Orang. Pribadi atau Badan Hukum yang memiliki i

. danfatau menguasai Gudang Wajib mennhkl Tanda Daiten
: Gudang (TDG) dan Bupﬂtl :

@

- 10 (sepululy) m?

Kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dimaksud
ayat (1) adalah Gudang yang luas sekurang-kurangnya

o Bﬂglan Kehma
. Tmlda Daftar Perusahaan (TDP']
- Pasal 10

Setili Ofang Pribadi dtau Badan Hu.k'um iw:pr mendalinrkan .
perusahammya dalam daftar 1)erus.ah.a.em kepada Bupati ;

Pendaﬁaran Perusallaml dlmaksud ayc.t (I) termasuk
didalamnya Kantar Cabang, Kantor Pemban'n, anak :

- perusahaan agen dan perwakilan perusahaan .

| Pas'al 1o

4

Tata cara perninhoumi . dan syarat-ayarat pengajuan izin

- sebagmmana dimaksud pada pasal 6,7, 8,9 dan 10 Peraturan : '
Daeral ini lebih lanjut ditetapkan oleh _Bupatl )



el . BABV - B
STRUI\TUR DAN BESARNYA TARIF RE’I‘RIBUSI
' - Pnsal 12 ) '

© Struktur dan besa:hya tarif Retribus1 TDI, 1UI, SIUP, TDG dan ;-
© . TDP ditetapkan berdasarkan besaraya modal dan investaai yﬂng
- d1sctor t1dak termasuk tanalh dan bangunan tempat usaha.

" Ppasal 13 .

{l] Struktur dan . besarnya tanf TDI sebesar Rp. 25.000.-.
. {dua puluh lnna r1bu rup1a11] ;- ' A i

_ [2] Struktur dan besarnya tarif U1 adalah sebagm berikut : ;
a. Investasi Perusahaan antara : Rp. 200.000.000,00°
. {dua ratus  juta rupial) © - sampai dengan
Rp. 500.000. 000 00 {lima ratus Juta rupinly) e.nl)e“r.m
Rp. 50.000,00 {lima puluh ribu rupiah);
. b, Investasi - Perusahaan lebilh dati Rp. 500.200.0)9, lJO
- {lima.. ratus  juta . rupial) = sampai ds: .l.lRu.Ll
~ Rp. +1.000.000,000,00 (satu milyard rup1al1] se‘!)o\.m
"Rp. 100,000,00 {seratus ribu rupialy) ;
¢. Investasi Perusalman lebilh dari Rp. 1.000.000.000,00
- {satu milyard rupmh] sebesar Rp 200 000,00 {dua I'd.tll\.
r1bu rupmh] . _ \ _
{3 Struktur dan besarnya tarlf Retnbus1 Surat Izin Usaba
- Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut : :
a. Perusahaan kecil sebesar Rp. 25 000,00 (dua pululy uma
 ribu rupial) ;
b. Perusalman Menengah Rp 50 000 00 (lnna pulnh ribu
rupial) ; : v
c. Perusahaan besar Rp 100 000 00 (seratus ribu rupiah]

{4 Struktur dan besarnya tar1f Retr1bus1 Tanda Daftar Gudang

- (TDG] ditetapkan sebagal berikut : L .

“a. Luas gudang sampai dengan 10 (sepuluh] m' pertama
sebesar ' Rp. 25.000,00{dua puluh lima ribu rupiah);

- b, Selebihnya untuk setiap m?- sebesar Rp 1.000 -¢ -
(senbu rup1a11] N -

‘ _"'_‘_. ; .(5] Struktur dan besarnya tar1f Retr1bus1 Tanda Dﬁltar

Perusahaan {TDP) ditetapkan sabagm berikut : _
a. Perseroan Terbatas . {PT) sebesar Rp 150.000,00:
" {seratus lima puluh ribu rupial) ; . -
b. Koperasi sebesar Rp 25 000 00 [dua puluh lima r1bu
- crupiall) ;. o
C. Persekutuan I\omanchter sebesar IRp. 50.000 00
{lima puluh ribu rupialy) ; BT
d. Firma sebesar Rp. 50.000,00 {lina puluh ribu rupiah) ;
a. Perusahaan  Perorangan - sebesar ' Rp 25.000,00.
(dua puluh lima ribu rupial) ;- Lt . _ .
f. Bentuk - Usaha lainnya sebesar Rp 150.000,00:
“ (seratus luna puluh r1bu rupiah] IR : ;

i

5
;
£



?'I.-[S] Selnmhnt lambatnya 3 [tlga] bulan sebelum habis masa

" g BUMN/BUMD sebesar. Rp. 100-000_’00 (seratus ribu

rupialy) ;

1. Perusahaan Asing sebesar Rp. 250 000,00 [dua ratus llma
S puluh nbu rupiah] T S

L BAB VI .
L WIIAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13 L .

.'.Retnbusl yang te111utang chpungut ch WJIayah daerah tenlpat
- kedudukan [ClO].nlSl].l] perusahaan : 3

S _ B A B VII' . '
' MA SA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
; ' : Pasal 14 '

(1] Masa Retnbusu Tanda Daftm Industn (TDI), Izin Usaha‘

Industri (IUI }J, Swat Izin Usalhia Perdagangan (SIUP)

dan  Tanda. Daftar Gudang (TDG) adalah jangka selama _
perusshaan masih  melakukan - kegiatan dan setiap 7

5 (lima) talmn pengusaha . wajib melakukan pendaftaran

_  ulaug - dungan besaruya - hiaya sebagaimana dimaksud o SN
- pasal 12 e S

(2 Mam Petubusu Tanda Daftar Pems_.ahaan [TDP] untuk S

Jannka waktu selama 5 [ lnna] talnm

-ber lakunya izin pengusaha waub mempa,rbahanu

Pasal 15

'Retnbtm te:hutang terjach pnda saat chterbltkalmya SKRD
~atau Dokumen lam yang di persamakan '

e CBAB VL o
T ATA (‘ARA PEMUNGUT AN, PEMBAYARAN
' DAN PENAGIIIAN RETRIBUSI
Pasal 16 T -

_ [1] Ppnnmgutan rPteruSJ tnlak dnpnt dllmrongkan P

(2] Retnbusu chpuugut dengan menggunakan SKRD atauﬁ_'

dokumen lain yang dipersamakan.

oL Pasal 17000 e

(1) Pembayaran * Retribusi yang terhutang harus dilunasi
T Hekmlipus._ oy T Tl TR T : :

'_ (2) Tata cura. pembayaran penyetomn dan tempat pembayaran
B Rembusu dm_tapkan leblh lnnJut oleh Bupatl ' i

-
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DADR IX
KIZTENT UAN PIDANA DAN PENYIDI KAN
Pasal 18 ’

(1) Pelanggaran  terhadap keteutuan': dimaksud  dalam -
~ pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerali ini diancam dengan
hukuman kurungan paling lama ¢ (enam) bulan atau denda -
pebng lmuyak 4 (pmpat) ka]i jumlal: . retribusi yang .
tellmtang, : . - :

(2) denk 1)1clana sebagau.uana clu_uaksucl pada ayat (1) aclalah
pelanggaran. Lo o _:- S
E o o Pasal 19 .
(1) Pe]almt PegaWai Negerl -Slpﬂ tertentu di -'lingklmgan
": Pemerintali Daerali diberi’ wewenang khusus sebagai,
peuyidik - untuk melakukan penyidikan tindak pidana .

di bidang Retribusi Daeraf. ’

C2) Wewulang Pl_nylchk sebagalmana dunaksud pada ayat (1)

“adalalr: : : -f
- a. Menerima, mencari dan mengultlpulkan serta meneliti
-~ keterangan ataun laporan bherkenaan dengan

 tindak pidana di hidang rettibusi Daeral: agar keterangan
... atau laporan tersebut menjadi lebil: lengkap dan jelas;
L. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan:
- mengenai orang pribadi atan badan tentang kebenaran
«. - perbuatan yang dilakukan . sel;plnmgan dengan ;. .

- tindak pidana retribusi daeral: ; e Eo

¢. Meiainta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi;
atau badan hukum ° sehubungan dengan tindak pldana
o retribusi daeral ; S :
o d. Memeriksa buku huku, - catatan catatan dan- dokumen—-
: 7 dokumen lain herkenaan dengm} tm(tak 1)1dnna di lndang
o LT - retribusi daeral ; : -
. - - .+ e. Melakukan peuggdt,dahan untuk mendapatl..:m balian - .
- bulti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen ™
¢ lain serta melakukan penyltnan terhadap balian buktii "
e U tersebut; " .é"
" £ Meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan .
- tugas pmlyellchkmx tindak 1)1dana di lndang retribusi. -
- daerah ;. T - Lo :
g meuruh l)PI‘hPlltl, melarang spseorang memnggalkan
 ruangan atau, tempat pada saat. pemenksaan sedang
" berlangsung dan memeriksa * identitas orang atau:
- dokumen . yang dlbawn sebagalmana ~dimaksud pada.
hnrufe e .
~ h, Memotret seseorang yang ln.rkaltan dengan tmdak;‘_
_ pidana Retribusi Daeraly ;- .
i, Memanggil orang. untuk dldengar ketermlgml dan . :
~ diperiksa sebagai tersangka atau saks1 3
- Menghentikan penyidikan ; - - ' ¢
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
- penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah:
. menurut lmkum yaug tlapat deertanggung]awabkan

. ;-;"7-?_*_"



__(3) Penyidik sebagamicma dimaksud ayat (1) pasal ini

- ClEkBup} ra.lndég _

memberitalinkan - dimulainya penyidikan dan

. menyampaikan lhasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. '

"BAB X
- KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 20 '

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daeral ini,

. sepanjang mengenai pelaksanammya akan ditetapkan lebila
lanjut oleh Bupau

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai btf:rlhku pada tanggal diundangkan.,

| Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalikan
- pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan,

. Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003




Diundangkan  di = Pacitan
. padatan_ggal- _7_- 7 - 2003

(3) Peny1d1k schagaimana dimaksud “ayat - (1) pasal ini

memberitahukan d].mu.lmnya penyidikan dan menyampaikan '

- hasil - penyidikannya - kepada Penuntut Umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8

= _Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana

"BA B X
KE’I‘EHTUAN PENUTUP
Pasal 20 . B

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah i ini, =
~ sepanjang mengenai pelakmnannnya akan ditetapkan lebzh .

lanjut oleh Bupatl
Pasal 2 1

' Peraturan Daerah ini mu.hu berlaku pada tanggai diundangkan,

_Agar setmp arang dapat mengetahmnya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

_' <hdam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. -

. Ditetapkan di Pacitan
- padatanggal 7 7 - 2003

BUPATI PACITAN
, Cap. ttd.

'-Sﬁrnisno

' SEKRETARIS DAERAH

. . L3 . - : N -
. . X ) . ;o
. - . . .

" Drs, SUDJIMAN, MM,

N _Pembma Utama Madya

NIP. 510 049 978

LEMBARAN DﬁERAH KABUPATEN PAC.!TﬁN TAHUN 2003 NOMOR 5 SERIC.



